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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TASIKMALAYA
Nomor : 470/Kep - 15/Sekre/2020
Lampiran : 3 (Enam) Lembar
TENTANG

ATURAN PERILAKU DAN KODE ETIK SERTA 7 ETIKA PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA

Menimbang

Mengingat

TASIKMALAYA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TASIKMALAYA

bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Merupakan
Satuan Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota
Tasikmalaya dalam hal pemberian perlindungan, pengakuan, penentuan status
pribadi dan status hukum terhadap setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa
penting yang di alami oleh penduduk Kota Tasikmalaya;

bahwa untuk optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik dibidang
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu diberlakukan norma
etika pelayanan publik; dan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf
b, perlu menetapkan peraturan kepala Dinas tentang Aturan Perilaku Dan Kode
Etik serta 7 Etika Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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LAMPIRAN 1:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN  DAN PENCATATAN
SIPIL KOTA TASIKMALAYA

NOMOR . 470/Kep - 15/Sekre/2020

TANGGAL : 3 Januari 2020

TENTANG . Aturan Perilaku Dan Kode
Etik Serta 7  Etika
Pelayanan Publik Di
Lingkungan Dinas
Kependudukan Dan
Pencatatan  Sipil  Kota

Tasikmalaya

ATURAN PERILAKU DAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TASIKMALAYA

PEMBERI LAYANAN HARUS MENGGUNAKAN ATRIBUT DAN [DENTITAS YANG
MENUNJUKAN NAMA DAN INSTANSI PEMBERT LAYANAN.

PEMBERI LAYANAN MENGAWALI PELAYANAN DENGAN UCAPAN/SAPAAN
‘SALAM’ (ADA YANG BISA DI BANTU) DAN MENGAKHIRINYA DENGAN
UCAPAN/SAPAAN “TERIMAKASIH” (MASIH ADA YANG BISA KAMI BANTU?).

PETUGAS LAYANAN TIDAK DIBENARKAN MELAKUKAN PROSES LAYANAN
DENGAN MENGABAIKAN REGULASI DAN PROSEDUR YANG TELAH DITETAPKAN
SESUAI AZAS MATERIL DAN AZAS FORMIL.

PETUGAS LAYANAN TIDAK DIBENARKAN MENGAMBIL ALIH URUSAN LAYANAN
YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT DENGAN PERTIMBANGAN YANG SIFATNYA

SUBYEKTIF.

TIDAK DIBENARKAN MENDAHULUKAN DAN ATAU MELAMBATKAN PROSES
PELAYANAN KARENA PERTIMBANGAN SUBYEKTIF.

SELAMA WAKTU LAYANAN TIDAK DIBENARKAN MENGGUNAKAN KEKUASAN
YANG SIFATNYA HIRARKIS DENGAN MAKSUD MENGINTERVENSI LAYANAN
UNTUK MENGABAIKAN REGULASI DAN PROSEDUR LAYANAN.

DALAM PROSES PELAYANAN PEMBERI LAYANAN TIDAK DIBENARKAN
MENJANJIKAN JASA ATAU PRODUK LAYANAN KEPADA PENERIMA LAYANAN
TANPA TERLEBIH DAHULU MEMERIKSA DOKUMEN PENGURUSAN.

PEMBERI LAYANAN TIDAK DIBENARKAN MEMINTA DAN ATAU MENERIMA
SESUATU BARANG DAN ATAU JASA LAINNYA DILUAR BIAYA ATAU KETENTUAN

RESMI YANG DITETAPKAN.

SELAMA WAKTU LAYANAN, PEMBERI LAYANAN TIDAK DIPERBOLEHKAN
MENGERJAKAN HAL-HAL SELAIN KEGIATAN PELAYANAN.

PADA PROSES LAYANAN, PEMBERI LAYANAN TIDAK DIPERBOLEHKAN MENEMUI
PENERIMA LAYANAN DILUAR AREA LAYANAN (SERVICE HALL).

PEMBERI LAYANAN HARUS MENJAGA, MERAHASIAKAN DAN MELINDUNGI DATA
PEMOHON DARI ORANG-ORANG TERTENTU TANPA IZIN TERTULIS DARI PEMILIK
DATA TERSEBUT, KECUALI UNTUK KEPENTINGAN NEGARA.

PROSES LAYANAN HANYA DILAKUKAN SELAMA WAKTU LAYANAN OLEH
INSTANSI PEMBERI LAYANAN.
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